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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DE8A KALIGLAGAH 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi desa, perlu 

menggali potensi sumber pendapatan asli desa bagi 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya dikelola oleh 

suatau badan atau lembaga 

b. Bahwa Badan atau Lembaga yang menggali potensi desa 

merijalankan usahanya dalam bentuk Badan Usaha Milik 

Desa. 

c. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka desa perlu 

membentuk Badan Usaha Milik Desa 

d.Bahwa  berdasarkan   pertimbangan    sebagaimana dimaksud 

dalam butir a,b, dan c diatas, maka perlu pembentukan  

Peraturan  Desa  Tentang  Badan   Usaha Milik Desa ( BUM 

Desa ) 
 

Mengingat 1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan 

Usaha Milik Desa 

2. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

pendoman pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 

4. Peratuaran Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, 
 

Dengan  Persetujuan Bersama 

BADANPERMUSYAWARATANDESA 

Dan 

xE *X*oEsa IGLAGAH 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  PERATURAN DESA KALIGLAGAH TENTANG 

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA. 



Xetezztuazz Uzoum 

Pasal 1 

Dalam Perturan Desa yang dimaksud dengan: 

a. Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dari adat 

istiadat setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b Pemerintahan Desa adalah Pemerintah desa Kaliglagah Dan Badan 

Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kaliglagah 

C. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

d. Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur 

Penyelengara Pemerintah Desa 

e. Kepala Desa Kaliglagah adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilh 

langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

f. Badan Permusyawaratan Desa Kaliglagah selanjutnya disingkat BPD, 

adalah lembaga yang merupakan perwujudari demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara 

pemerintahan desa 

g. Peraturan Desa adalah peraturan yang perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. 

h. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah 

usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah  desa  yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah 

desa dan masyarakat. 

 
— BAB II 

NAMA, ItEDUDUKAN 
 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk BUM Desa dengan nama BUM Desa 

MAKMUR MANDIRI 
 

Pasal 3 
 

BUM Desa MAKMUR MANDIRI Berkedudukan di 

Desa Kaliglagah 

Kecamatan Loano 

Kabupaten Purworejo 



BAB III 

PENDIRIAN BUM DESA 

 

 
Pendirian BUM Desa MAKMUR MANDIRI dimaksudkan sebagai upaya 

menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/ atau pelayan umum 

yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa 
 

Pasal 5 
 

Pendirian BUM Desa MAKMUR MANDIRI bertujuan: 

a. Meningkatkan  perekonomian Desa 

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 
Desa 

C.  Meningkatkan usaha masyarakat dalam penegelolaan poetensi 

ekonomi Desa 

d. Mengambangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau 

dengan pihak ketiga 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga 

Membuka lapangan kerja 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat mellalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapat Asli Desa. 
 

Pasal6 

 

(1) Pendirian BUM Desa MAKMUR MANDIRI Berdasarkan  Peraturan 

Desa tentang Pendirian BUM Desa 

(2) Pertimbangan pendirian BUM Desa MAKMUR MANDIRI 

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa; 

b. Potensi usaha ekonomi Desa; 

c. Sumber daya alam Desa; 

d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan 

e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiyaan 

dan kekayaan Desa yang diserahkan untukdikelola sebagai bagian 

dari usaha BUM Desa 
 

Paaal 7 
 

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

disepakati melalui Musyawarah Desa, Segaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan 



Musyawarah Desa. 

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat; 

b. Organisasi pengelola BUM Desa; 

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 

(3) Hasil kesepakatan Musyawaah Desa sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat (1) menjadi pedoman bagi Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menetapkan Peratuan Desa tentang Pendirian BUM Desa 
 

BAB IV 

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa 
 

Bagian Keaatu 

Bentuk Organieasi BUM Desa 

 

 
BUM Desa MAKMUR MANDIRI Terdiri dari unit-unit usaha 

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  berupa 

lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa 

dan Masyarakat. 

(3) Unit-unit usaha, bentuk organisasi BBUM Desa didasarkan pada 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud 

pada pasal 7 ayat (3). 
 

Bagian Kedua 

Organisasi Pengelola BUM Deaa 

 

 
Organisasi pengelola BUM Desa MAKMUR MANDIRI terpisah dari 

organisasi Pemerintahan Desa Kaliglagah 
 

Pasal 10 
 

Susunan kepengurusan organiasai pengelola BUM Desa MAKMUR 

MANDIRI Terdiri dari: 

a. Penasihat; 

b. Pelaksana Operasional; dan 
c. Pengawas 

 

Pasal 11 



(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat 

secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 

(2) Penasihat sebgaimana dimaksud pasa ayat (1) berkewajiban: 

a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

pending bagi pengelolaan BUM Desa; dan 

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa 

    Penasihat sebgaimana dimaksud pasa ayat (1) berwenang: 

a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai 

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan 

b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan 

kinerja BUM Desa 
 

Pasal 12 

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

b mempunyaitugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkewajiban: 

a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi 

lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dam/atau pelalyanan 

umum masyarakat desa; 

b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 

c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga  perekonomian 

Desa lainya. 

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 

a. Membiat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa 

setiap bulan; 

b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha setiap 

bulan; 

c. Memeberikan laporan pemrkembangan unit-unit usaha BUM Desa 

kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-

kurangya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Paaal 13 
 

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota 

Pengurus sesuai dengan kapsitas bidang usaha, khususnya dalam 

mengurus pencataan dan administrasi usaha dan fungsi operasional 

bidang usaha. 

(2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan 



kebutuhan dan   harus  disertai  dengan tugas berkenaan dengan 

tanggungjawab, pembagian perandan aspek pembagian kerja lainnya. 
 

Paeal 14 
 

Masa bakti/ kerja Pelaksana Operasional, anggota pengurus bidang usaha 

dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah 

Tangga BUM Desa. 
 

Pasal 15 
 

(1) Pengawas sebagiamana dimaksud dalam pasal 10 huruf c mewakili 

kepentingan masyarakat. 

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 

a. Ketua; 

b.Waki1 ketua merangkap anggota; 

c. Skretaris merangkap anggota; 
d.Anggota. 

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai 

kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja 

BUM desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berwenang 

menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: 

a. Pemilihan  dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); 

b. Penetapan  kebijakari  pengembangan kegiatan usaha dari BUM 

Desa; dan 

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana 

Operasional. 

(S)  Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran  

Rumah Tangga BUM Desa. 
 

Pasal 16 
 

Susunan kepengurusan BUM Desa MAKMUR MANDIRI Sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 dipih oleh masyarakat Desa  melalui 

Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengembalian Keputusan 

Musyawarah Desa. 
 

Bagian Ketiga 

Modal BUM Desa 
 

Pasal 17 



(1) Modal awal BUM Desa MAKMUR MANDIRI Bersumber dariAPB Desa. 

(2) Modal BUM Desa terdiri atas: 

a. Penyertaan modal Desa; dan 

b. Penyertaan modal masayarakat Desa. 

 

 
(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(2) huruf a terdiri atas: 

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan 

dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB 

Desa; 

b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB 

— Desa; 

c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 

kemasyarakatan dam/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai 

kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB 

Desa; 

d.Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan aset Desa. 

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau 

simpanan masyarakat. 
 

Bagian Keeiopat 

Jenia Usaha BUM Desa Kaliglagah 

Pasal 19 

— (1) Bisnis sosial pelayanan umum Seminp : 

a. Air minum Desa; 

b. Usaha Listrik Desa; 

c. Lumbung Pangan; dan 

d.Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, dst... 

(2) Bisnis  Penyewaan testing ): 

a. Alat transportasi; 

b.Barang sewaan lainnya. 

(3) Usaha Perantara ( Brok:ering): 

a. Jasa pembayaran listrik; 

b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan 

masyarakat; dan 

c. Jasa pelayanan lainnya. 



Bagian Kelima 

Alokasi Hasil Uaaha BUM Desa 

Pasal 20 

(1) Hasil usaha BUM Desa MAKMUR MANDIRI Merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan  pengeluaran 

biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-

barang inventaris dalam1 (satu) tahun buku 

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 
 

Bagian Keenam 

Kepailitan BUM Desa 

 

 
(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. 

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan 

kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah 

Desa. 

(3) Unit usha yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan 

kekayaan yangdimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. 
 

Bagian Ketujuh 

Kerjasama BUM Desa Antar Deaa 
 

Pasal22 

 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau 

lebih. 

(2) Kerjasama Antar 2 (dna) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam 

satu kecamatan atau antar kecamatan dalamsatu kabupaten / kota. 

(3) Kerjasama antar 2 (dna) BUM Desa atau lebih harus mendapat 

persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. 
 

Pasal 23 

 

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam 

perjanjian kerjasama 

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih 

paling sedikit memuat: 

a. Subyek kerjasama; 



b.Obyek kerjasma; 

c.Jangka waktu; 
d. Hak dan kewajiban; 

e. Pendanaan; 
f. Keadaan memaksa; 
g. Pengalihan aset; dam 

h.Penyelesaian perselisihan. 

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih 
ditettapkan oleh Pelaksana  Operasional  dari  masing-masing  BUM 

Desa yang bekerjasama. 

 

 
(1) Kegiatan kerjasama antar 2(dna) BUM Desaatau lebih 

dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik 

BUM Desa. 
(2) Dalam ha1 kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang 

berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peruaturan perundang-

undangan. 
 

Bagian Kedelapan 

Pertanggungjawaban Pelaksana.an BUM Deea 

Paeal 25 
 

(1) Pelaksana   Operasional   melaporkan    pertanggungjawaban pelaksanaan 

BUM desa kepada Penasihat yang secara  ex-officio dijabat oleh kepala 

Desa 

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa  

dalam membina pengelolaan BUM Desa 

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas terhadap BUM 

Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. 
 

KETENTUANPENUTUP 

Paeal 26 
 

(1) Hal-ha1 yang belum ddiatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang 

mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Kepala desa. 

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 



OT 

Ditetapkan di Kaliglagah 

 

Diundangkan di Kaliglagah 

Pada tanggal : 11 November 2017 
Plt. SEKRETARIS DESA KALIGLAGAH 

 

JAZARI 
 

LEMBARAN DESA KALIGLAGAH TAHUN 20 17 NOMOR O. ................ 



 


